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f.f aruskah lakl-laki saja yang dapat menjadi "the knower'(yang tahu)? Benarkah pengalaman

I ldan pengamatan laki-lalj saja yang pantas disahkan menjadi pengetahuan? Penelitian para
perempuan -seperti terbaca dalam boku ini. menflmpulkan, epistemologi konvensional, sengaja
atau tidak, secala si*ernatis telah menghalangi kemungkinan perempuan menjadi'the knower',
Ibrena ihq pala p+nulis menawarkan epistemologi alternatif yang mensahkan perempuan

sebagai the knouer;.tnensahkan perigalaman dan pengamatan perempuan setragai pengetahuan.

Kehebatan bukd ini terletak pada kemampuan para pe.nulisnya.membongkar bukan hanya segi

epistemologi,. tetepiljuga metodologi penelitian konvensi'onal yang tidak akomodatif terhadap
nilai-rfilai kemanusisan dan tidak ramah terhadap perempuan.

Teori-teori sosial konvensional, terutama dalam isu magyaral.at dan keluarga amat bias lakiJaki
dan bersifat androsentris karena dikembangkan tanpa pernah memperhitungkan pengalaman

darr pengetahuan pcrempuan sebagai anggota masfarakat. Para penulis dalam buku ini
nembuka kesadatan ba.ru tentang pentingnya penelltian berperspektifjender, penelitian untuk
memanusialen lPerempuan, penelitian yang mampu menggali sedemikian rupa pengalaman,

kebutuhan, kepentirtgan, permasalahan dan pengetahuan perempuan, khususnya dalam relasi
gender. Melalui penelitian ini, pengalaman,. pengetahuan, dan permasalahan perempuan

rnenjadi fokus.utama. Semoga, hasil penelitian rnereka dlpakai oleh para perumus kebijakan
dalam pengernbangen strategi untxk perubahan relas.i jender menuju terwujudnya masyarakat
yang lebih egaliter, humanis dan demokratis.

Pro;f, Dr. Siti Musilah Mulia
Profesor Universitas Islam Negeri Jakarta

' dan Ahli Peneliti Utama Litbang Departemen Agama RL

g^ng
lnspiring and eleuating knowledge! Inilah benang-merah yang mencuat kuat ke permukaan

I dari teks-teks testimoni maupun kajian para alumni Program Studi Kajian Wanita Pasca-

Sarjana UI 199o-2o1o. Terbaca jelas bagaimana pengetahuan yang telah mereka tangguk
dan timba dari khasanah Prodi ini, bukan saja telah melengkapi mereka dengan perspektif
peneropongan dan Flat-bedah konseptual studi relasi-jeniler, tetapi juga telah memampukan
parA pesettr meletakftan pengalaman pahit pribadi Qtersonal troubles) sebagai pucuk-pucuk
mikro dari tetanan makro-struktural yang suilah lama membatu sebagai masalah laten-publik
(latent^public issues).

Diatas semua itu, yang lebih menggembirakan, adalah bahwa pengetahuai yang diperoleh para
perempuan ini semakin membangkitkan kepedulian mereka kepada sesama yang diwejah.
wantahkan baik dalam bentuk pengusungan ketingkat gugatan konseptual berbasis empiris,
naaupun ddam kerja-praksis berperspektif teoreti\ untuk merubah keadaan yang bukan saja
telah terl.alu lama memurukkan dan menghinakan prempuan tetapi juga sekaligus menistakan

kemanusiaan dan kebangsaan secara keseluruhan.

Tradisi penangg.ung-jawaban prrblik komunitas akademis dalam wujud seperti ini patut
dihargai dan clijadikan teladan bagi Prodi-Prodi lainnya. Tak diragukan lagi bahwa kompilasi
karya akademis seperti ini, penting dan perlu dibaca oleh para peminat dan akhli studi jeirder,
pemerhati dan penggiat perubahan sosial, para pengambil-keputusan kebijakan publik, para

tokoh agama/masyarakat, serta mahasiswa/i generasi muda, pemilik masa-depan Indonesia.

. TamrinAtnalTornagolrr,PhD,
Sosiolog dan Pemerhati Masalah Sosial dari Universitas Indonesia
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TAI^ the craduste progtam in women's studres uras opencd at uni,er$tos Indonesia/ I 20 aears ago, it was abeadg necognized that usomens knowlefue and womm's wags of
knowing uerenot gitrply'add+nt'tomen's establishedbodi* oflotowtedgeandmethodologies,
Yet much of the knobbdge Kqlirrnr#.onlta had aee6s to was.ereated. in &e west by feminisnrooted in w.estern @$ur* ilhe trethodorogy used in uestefi shldies ,as rooted rn western uaas
of do.ing things.Vef,vloon,itwas aplr,rentthatbecato,ewomen skrawt*rlrto*ii"*,"^r",
liued expe,rience a tnflU tndmatonwambn's knouledge and,uaus of knowtng must be rooted.in
the specific social, dult.urat, plkbdl, kistbical and. econanic:corltext of Indonesia. Flrthemore,

':oo:.?'": -oT"_1'-slexnerime ta d&*nset so that h??lonesian womm,s SthdiE" ,tmrst rflect aII
the cliversitlr of Indd,nesian wampnrg etpeience, and. the methodologies deueloped nia to be
responls iue to I ndon&tan eu ltural,prwti ces -

:

Itwas out.of theb rcMization $the fieedto create Indon*ianwomens laouledge appropriate
and useful to Incionetian woman that,program studi Kqiian wanita started tneir giiat project
to builil, thesis W thFis, prajeet by ofot, towarils a frtller anil deeper understanding oj the
issues and experiencg:oflruing Indonesian women. witrtlimitedresaurcesbutadedicaia"nn

!ai;,1n ,lanita 
has gradt*ted'tr64 guden*, each contributing their r*earch to the evoruig

Indonesian women's htowredge. These important uorumes prouide a short acnunt of this
body of knowledge. !![he (|onter1f's shou the range of intetes',and topia ranglng from law,
psychologg'Iiterania.and'sentalttg; the diuersitg ofmahodolagi* oia opp*i"ni as werl as
the practical applicaqianlo the impronement of uomenb liues. Forwomenilcnowledge has high
princtp!-es,: it must be thaoreticdry. sophisticated to connect it to uomen s rotowredge in other
parts oJ the world ; it must be methodologicalry appropriate to suppott ual?d knowredge ; it must
be of ualie to womm eithbi practically or in teis if policy . aead. these uolumes aid you uiII
learn much of Indonesian wonren's knowledge and the wori and sHIt that has producei them.

Qebagai aktif s perernpuan yarg bergelut dararn bidang perubahan kebijakan, sudah rama saya
L,lnenantikan penertitan tltesis-thesis k$ian perernpuan karena saya. memerlukannya sebagai
dasar untuk mengrtotlkan berbagai reformasi hukum bidang perlindungan aao pe-iera"y"L
le.'..*dlan..Yrenanyq saya sangat rhengap'esiasi pen"rUitui iut ioi y"ng r-get lryuk ail"."
]iqak :aja 

oleh aktlfis gerak*n perempuan dan gerakan soqial lainnya dan pem-bentuk uu dan
kebrjakan tapi juga oleh knakyak ramai. Buku ini juga clapat berfungsi untuk memperkuat
jaringan kerja sama antara aldifls dan para peneliti perempuan dalam mengupayakan perubahan
iosial.

ProJ, Dr. Marilyn porter
Department of Sociology, Memorial Univeoity of Newfoundland, Canada.e^M

KoordinatorTft e.r(a*"r*"*",rtu:;:x":ll#f #:#:?:ff:.g^ng
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SekapurSirih:

Perempuan Sumber Pengetahuan
Prof. Dr. Saparinah Sadli

itinjau dari kesejarahannya, ada paling sedikit tiga faktor yang saling
berydngaruh pada kelahiran Program Studi Kajian Wanita, Program
Pascasafjana Universitas Indonesia pada akhir tahun 1989 dan

memulai'kegiatannya tahun 1990.

Pertama, duapuluh tahun yang lalu, Rektor Universitas Indonesia (UI),
almarhum Prof. dr. Sujudi, mengamati women's studies sebagai salah
satu bidang ilmu baru yang telah berkembang dengan pesat di lingkungan
perguruan tinggi. Khususnya di universitas-universitas di luar negeri.
Berkembangnya women's studfes di tahun Zg-an di berbagai universitas
tersebut telah menghasilkan penelitian, terbitnya jurnal-jurnal dan buku-
bukubaruyang menyajikan analisa kritis terhadap kondisi ilmu pengetahuan
yang dinilai sebagai androsentris. Terpusat pada pikiran maskulin atau
laki-laki, dan cenderung meminggirkan pengalaman perempuan sebagai
subjek penelitian. Saat itu, pengalaman penelitian dianggdp kurang penting
dalam melnbangun ilmu pengetahuan.

Literatur yang dihasilkan women's sfudies rnembahas berbagai isu
perempuan dan gender dengan menggunakan perspelitif feminis. Ia
merryediakan pengetahuan dan konsep baru tentang perempuan, tentang
relasi perempuan dan laki-laki; juga tentang berbagai kondisi dan isu
perempuan lain. Hal yang sebelumnya luput dari perhatian para ilmuwan
laki.laH"maupun pererhpuan. Keadaan ini mulai berubah setelah tahun
1975, l*lususnya dengah adanya'penerbitan hasil ruomen studies yang
mulai mengisi berbagai perpustakaan universitas maupun toko-toko buku,
utamanya di luar negeri.

Perkembangan inilah rupanya yang telah diamati juga oleh almarhum
Prof. dr. Sujudi, yang kemudian melaliirkan gagasan tentang pentingnya
membuka Kajian Wanita (terjemahan formal dan Women's Studies) di



Potensi I frogram Pemb angwran
Beqrerspektif Gender yang Terabaikan'
Nenryanti

Penelitian ini menyorot peran Tim Pengelola Program Peningkatan peran
Wanita dan Pembangunan (TP-PzW) yang dibentuk mulai dari tingkat
prbvinsi hindga kabupaten. Organisasi ini iemestinya menjadi penggerak
pembangunarl berperspekrif gender. Tetapi pada kegyataannya para
pelaku pemtiangunan mengabaikannya karena mereka menganggap-Tp-
PzW sebagai proyek dan menganggaptya sama dengan'tt<t<-at"opun
Dharma Wapita. Mereka pun bahkan ada yang tak tahu kalari mereka
katena jabathnnya termasuk dalam orang yang seharusnya ikut dalam
kepengurusan TP-PzW. Akibatnya TP-PzW hanya menjadi kegiatan untuk
memenuhi indikator pembangunan suatu daerah. Semui dikerjakan
tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Sebuah potensi mekanisme untuk
meningkatkan kesejahteraan wanita" yang diabaiian.

Tahun 1993 saya dan kawan-kawan, peneliti di Pusat Studi'Wanita (PSIV),
Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya (Unsri), terlibat dalam evaluasi
program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
(PaW-KSS) di Surnatra Selatan (Surnsel). Pengamatan di lapangan
menunjuHon kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan pengetahuan
dan keterarnpilnn wanita yang merupakan program utama PzW-KSS
belum berhasil. Pengetahuan pola hidup bersih tidak mengubah kebiasaan
warga yang rnelakukan MCK di sungai. Penyuhihan pemanfaatan lahan
pekarangad, dengan tanaman sa)'ur mayur dan tanaman obat, tidak
mengubah xe'biasaan warga yang "malas" bertanam di pekarangan.
Demikian ptrla dengan ketrampilan. Dinas Perindustrian yang memberikan
ketrarnpilan pembuatan ren gginang ndakdidasarkan pada potensi sumber

1 Tuli6an,ini m€rupakan baglil dari penelitian tesls saya dl Progtam Studl Xajlan Wanlta, prcgram Pascasarrana
Universitss lndonesla. Judulnva, Drlam tuilsan ini saya banyak.menggunakan kata'wanlta" remata-mata untuk konsistensl
penulisan karcna banyek pilidu* hukum,dl lndonesla yang men8gunakan kata'wanlta",sedangkan tata "prialsaya gunakan
sebagai padanannya sia, Staf pengaiar FtSlP.lurusan tlmu AdmlnistEsl Negara UniverJltas Srlwilaya.

2 Dalam tulisan lni saya banyak menggunakan kata 'wanlta" semata-mata untut konsistensl penullsan
karena benyak produk hukum di lndonesla yanS menggunakan kata "wanlta", sedangkan kata'prla" saya gunakan sebagal
padanannya saja.
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Pengetahuan dari Perempuan

daya alam setempat. Warga yang miskin tidak punya uang untuk membeli
bahan baku karena beras ketan dan minyak goreng, harus dibeli.

Satu hal yang cukup menarik ternyata pada wahu evaluasi, program itu
sudah berjalan diilndonesia sekitar empat belas tahun setelah dicanangkan
tahun 1979, Seharusnya program tersebut telah melembaga titapi
kenyataan menunjukkan sebaliknya. Padahal PzW-KSS merupakan bagian
dari mekanisme nasional untuk memajukan wanita di Indonesia.

Mekanisme nasional untuk memajukan wanita di Indonesia dibentuk sejak
berdirinya Kementerian Urusan Peranan Wanita pada tahun 1978. Dan
karena statu:saya sebagai menteri negara, Men-UPW tidak mempunyai
ujung tombak pelaksana di daerah sehingga pada tahun 1991 dibentuk
lembaga untuk menangani Peningkatan Peraxan Wanita (PeW) yaitu Tim
Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (TP-PzW). Pembentukan TP-
PzW ini dibentuk berjenjang, mulai dari provinsi sampai ke kota madya/
kabupaten.

Penanganan PeW oleh TP-FzW merupakan upaya yang meliputi pe-
rencanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta
usaha menumbuhkan kesadaran dan mendorong masyarakat luas untuk
meningkatkan peranan wanita di segala bidang secara terkoordinasi antara
semua departemen, lembaga pemerintah non departemen, organisasi
kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga
terkait lainnya" (Kantor MENUPW, tg97,h. rZ-r8).

Ada lima bidang utama PzW dalam pembangunan yang harus ditangani
oleh TP-PzW yaitu, peningkatan kualitas wanita sebagai sumber daya
insani pembangunan; peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja
wanita; peningkatan kualitas peran ganda wanita dan pria dalam keluarga
dan masyarakat; pengembangan iHim sosial budaya yang mendukung
kemqjuan wanita; pemantapan pembinaan kelembagaan dan organisasi
wanita (IGntor Men-UPW, tgg7,h. zt--24). Setiap bidang dijabarkan lagi ke
program-program PzW. Salah satunya adalah program teipadu PzW-KSS
yang merupakan bidang peningkatan kualitas wanita dalam pembangunan.

hnlilementasi Kebiiakan Negara
Kebijakan negara tidak berarti apabila tidak diimplementasikan. Dengan
implementasi akan mudah dikaji kelemahan dan kekuatan dari kebijakan
ihr. Selanjutnya, hasil implementasi dijadikan masukan pada kebijakan
berikutnya dalam perencanaan suatu kebijakan.

Fischer, yang tercerahkan oleh pemikiran Jurgen Habermas's (tg1z),
mengatakan "Policy adukor tDere not neutral' (dalam Bacchi, tggg, h.
32-$). Seseorang itu tidak selantanya bebas, banyak kepentingan dan
pemahaman yang melatarinya dalam pengambilan keputusan. Mengingat
pendapat Fischer itu, dapat dirnaklumi bahwa kebijakan pembangunan
sering tidak berpihak pada wanita karena tidak terlepas dari pembuat dan
pelaksananya yang urnumnya pria.

8z



Pengetahuan dari Perempuan

Mg$e] lroq91 impLmentasi kebijakan yang dipakai pada penelitian ini
adalah moilel yang ditawarkan oleh Van Meter dan'Vao Ho.n (tgZil.
Menumt van Meter dan van Horn, implementasi kebijakan' aiin
$igeng1ru$ oleh sifat kebijakan yang akan,ailaksarakan, d;la;hJ ini
t<epergif&Q palg _wanita. rmplementasi .kebijakan Apeng*rolri oilh
sejpmlah vt$abel bebas, antara lain: r)ukuran dan tuluan t6brlakan; z;
sumber-sdrhber kebijakan;r 3) ciri-ciri atau sifat badan/instanri plumanu;
4) komunikasi antarotganisasi terkait dan kegiatan pelaksana; 5) sikap para
pelaksana; 6) lingkup ekonomi, sosial, dan poritG (dalam iviuu*" du..,
t994,hlg-zr).

Model vanrMeter dan van Horn ini dipilih karena kebijakan mekanisme
TP-P2W ini melibatkan banyak instanii yang dapat sai.tg l"rrerrto;;.,
Iepg.nlinga&. variabel-variabel itu rnampu menjehskan-implemeniasi
kebijakan, r khususnya variabel sikap para p"luks*u, to*unitari
antarorganrilipisi atatr koordi:nasi. antar dinas instinsi yang terlibat dalam
pelaksanaan progxam peningkatan wanita yang harus diti"g""i 

"i"i rp-
PzW-

Dari pengalar4an implementasi rnekanisme nasional unfuk kemajuan
yanila oieh lembqga {i ketiga negara itu, disimpulkan bahwa uiaya
femokrat sangat bergantung pada keterbukaan dan kelenturun .t",ir.tir
polltlk-yansada, serta kekuatan usaha untuk mengarusutamakan keinginan
kaum femi.dis dar,r nrengaitkannya secara pragqratii. selain itu, mereka f,arus
membangun jaringan kerja yang efektif an*tara lembaga di luar dan di dalam
pemerintah,-termasuk l.embaga peradilan, dalam rangka mengupayakan
kesetaraan dan memonitor diskrirninasi,gender yang terjadi (Heitlinger,
1993, h.rr6).

Pada Konferensi Dunia IV tentang Wanita di Beijing tahun 1995,
dinyatakan rnekanisme'nasional tehl dibentuk oleh hffii. ;r;;;-
gara di durda dan beraneka ragam bentuk serta keefektif*nyu. s"hk;r,
ada negararyang mekauismenya mengalami penurunan efe}tivitas. pada
t]{qmr.rya' mekani+ure itu tersisih dari struktur pemerintahan nasional.
selain itu, masih terdapat ketida$elasar tugas pokok d"la. -"k"nis.n"itu, kekurangan staf, kekurangan pelatihai, ketidaksiapan aut", .".t"
kekurangan surnber dqna. Bahkan, yans letih parah l"gi t rko.*gun
dukungan dari pemirnpin politik nasionat iepll<" 1997, h.r5o_r5t;.

oleh karena itu, pengkajian tentang implernentasi mekanisme di Indonesia,
khususnya di Provinsi S, sangat penting bagi penyebarluasan aspek kajian
yTjt" ke bidang kebijakan negaia. fengkafian implementasi id*;;;;_
nauKan aspek-aspek yang merupakan. temuan di tiga neg€ua (Kanada,
Australia, dan Ingglis) dan temuan di Beijing. Aspek--aspek-ini kemudian
dikaitkan dengan rnodel implementasi yang dipilih sebelumnya.

stukrur Tp:Few Fpsti Diiabat Birokrat
Ftrasil penelitian nrenunjukkan p ingelolaan kelembagaan Tp-pzw dirasakan
belum memadai karena struktur lembaganya aiUentirk berdasarkan jabatan
seseorang di dalam pemerintahan baik di provinsi maupun di kota madya

BB



Pengetahuan dari Perempuan

dan kabupaten. Apabila seseorang menjabat sebagaiwakil gubernur, asisten
gubernur bidang kesejahteraan rakyat, ketua Bappeda, kepala kantor pMD,
maka secara furidis forrnal ia juga sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris
I dan II pada s&uktur lembaga TP-PzW provinsi. Demikian pula di kota
madya dan kabupaten, apabila seseorang menjabat sebagai Sekretaris
Daerah, asis@n bidang kesejahteraan ralcyat, ketua Bappeda, kepala kantor
PMD, masing*masing akan menjabat sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris I
dan II di struktur lembaga TP-PzW kota madya atau kabupaten. Sedangkan,
apabila seseorarig rnenjabat sebagai Ketua PSW atau kepala dinas instasi,
ketua LSM, Organisasi Masyarakat, organisasi pemuda, organisasi profesi
yang dicanturnkan dalam SKTP-PzW provinsi ataukota madya/kabupaten,
akan menduduki jabatan sebagai anggota,dari TP-PzW.

Pengisian formasi dalam struktur lembaga Tp-p2W berdasarkan
jabatan seseorang di struktur pemerintahan dalam jangka panjang akan
menyuli&an TP-PzW itu sendiri karena apabila ada pergantian pejabat
maka orang-orang yang mengisi struktur lembaga TP-PzW pun akan
berubah. Kondisi ini menyulitkan untuk sosialisasi dan internalisasi Tp-
PzW terrnasuk dalam tugas dan fungsinya.

Kejelasan tugas dan tujuan dari suatu lembaga sangat penting. Pelaksana
atau anggota lembaga tidak akan mampu melaksanakan fungsinya, apabila
tidakmengetahui tentang tugas dan fungsi di lembaga itu. Berikut diuraikan
beberapa,temuan lapangan yang berkaitan dengan ketidakjelasan peiaksana
akan tugas dan fungsinya dalam T?-PzW dan pzW-KSS.

Fakta lapangan menunjukkan mekanisme keq'a Tp-pzW provinsi belum
berjalan sebagaimana mestinya. l{al ini terlihat dari belum dijalankannya
pengelolaan kelembagaannya. Tim ini tidak jalan karena pengurus dan
anggota tidak mengetahui dengan jelas tugas dan fungsinya.

Agar pelalsanaan program berhasil, maka seharusnya tim banyak tedun
ke lokasi binaan mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan dan
kepentingan wanita. Di samping itu, dicari juga potensi yang ada. Baru
dibicarakan bersama-sama, proyek-proyek apa yang merupakan proyek
skalaprioritx untuk dipecahkan. Kemudran penyusunan dana antar dinas
instansi berdasarkan pembagian kerja sesuai dengan departemenisasi
dinas instansi. Disusun usulan danaprogram sesuai dengan bagian masing-
masing. Baru, program dilakukan dilaksanakan-di desa/kelurahan binaan
secara konprehensiflintas bidang dan sektor.

Tidak diimplementasikannya'IP-PzW sebagaimana mestinya itu, ditunjang
karena baik pengurus, anggota, maupun organisasi wanita yang terlibat
di TP-PzW belum memahami substansi dari TP-PzW. Mereka tidak jelas
tentang tugas TP-PzW, tidak faham bagairnana kaitan TP-PzW dengan
pokja yang ada, dan yang paling khusus adalah ketidaKahaman mereka
tentang kaitan program PzW-KSS dengan TP-P2W. Selain itu, adanya
kerancuan PKK dalam menyikapi TP-PzW dan program wanita di daerah-
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Ketidakielasan pengly! TP-PzW tercermin dari ketidakmampuan staf
Bappeda, selaku wakil ketua Tp-psW, menguraikan secara rinci tugas
apa saja yang menjadi tugas Tp-p2-!f. selain itu, ia tidak menjelask"an
bagaimana keterkaitan antara Tp-pzw dengan pzw-KSS. Berikut beberapa
ungkapannya.

lE-p:W itu ad;a;pMD, macaln-macarn itu kan, pSW pSW

!U$J<egiatan orang yang sudah di SK kan sebagai SK Tim
fe{Sbt-ota Peningkaran peran Wanita, kan? (GwlKasubbag
So$ud Bappeda S)
SedalCryn, dari,,sekretaris tetap (Sektap) Tp:peW cukup
men$etahui pefbedaan kedua konsep, walau masih ada
keke$ruan."

ul(anau 
PrzW itlp, itu tim pengelola peningkatan peranan

wanila yang dihetuai Wagub,...tapi kalau pzW-IGS itu
prog{qrl- ;peningldatan peranan wanita disesuaikan dengan
pra ,sejahtera...yang bergulir tiga tahun sekali diciptaian
kepada pengusaha kecil dan pro$am itu sekarang ditangani
oleh PMD. ...pzW-KSS itu tidak dapat disamakin den-gan
PzW. Itu program atau proyek dari pusat yang dikasihfan
ke PMD. Bukan peW dibawahnya pzW-tCSS. ... *ita,tahu tim
Pz\,tr, tim pengelola itu sebenarnya ada dan tidak ada. Ada
karena dia suatu program peW-IiSS, tapi pzW-I(SS sendiri
hanya program Iangsung pMD sqja." (,Au-.tuf nioro, provinsi
s)

Pernyataan ini berteda dengan isi Kepmen-UpWNo. 45/KEp/MENUPW
Y[ypJ y^e merupakan kelanjutan dari Kepmen-UpW l-Io. ozlXtV:/
MENUPryry91 yarlg ,mernuat penanganan piW itu ada lima nia."s.
Bidang pertama, adalah peningkatan kualitas wanita sebagai sumber day-a
insani perlbangunan,dengan program utamanya pzW-KSS-.

Penanganan P2W itu dilakukan oleh Tp-peW dari pusat sampai ke
kelurahan/perdesaan. pelaksanaan program ini di tingi<at p,rs"t dikoor_
dinir oleh Men-uPW, ditingkat daeiah/wilayah pelaks*anaan dikoordinir
oleh ketua TP-Pzw Dati I untuk provinsi danketua Tp-pzw Dati II untuk
kota rnadya/kalupaten, camat untuk wilayah kecarnatan dan lurah/kepala
desa untuk wilayah kelurahan/pedesaar:- (pedoman umum pelaksanaan
Program Pzw-KSS dalam pelita vI). Jelas bahwa program pzw-KSS itu
merupakan bagian atau.tugas dari rp-pzw. Denga.kai lai.r, p".r"ng".ru'
program PaW-KSS di bawah koordinator dari T?-pzW.

Kemudian pernyataan A'Pzw-KSS ...yang bergulirtigatahun" ini juga tidak
cocok dengan Pedoman Umum pelaksanaan progiam pzW-fbS-dalam

fglita vI' trahwa, tiap tahun anggaran program p1w-Kss dilaksanakan
di dua kecarnatfin lokasi pmyek. satu kecamatan rokasi proyek lanjutan
dengan dua desa/kelur"frur"ptoy"t l"qil;;*g dibina sejak tahun
anggaran sebelurnnya. satu kecamatan proyeklokasibaru dengandua desa/
kelurahan proyek yang baru. setelah melalui proyek lanjutarr, iedua desa di
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kecamatan ditrombakan. Pemenangnya akan dilombakan untuk pemenang
tingkat kabupaten/kota madya. Dari pemenang ini akan dilombakan untuk
tingkat provinsi'dan selanjutnya tingkat nasional.

Dari di sini tergambar bahwa proyek itu digulirkan setelah dua tahun, tahun
pertama proyekbinaan, tahun kedua proyek lanjutan, bukannya tiga tahun
seperti yang dikemukakan A.

Di samping itu,, Bappeda selaku wakil TP-P2W juga tidak begitu paham
dengan adanya Po\ia-po\ia TP-PzW. Pemahaman Bappeda sebatas
hanya karena pemerintah merasa penting dari Pokja tersebut. Sehingga
pemahamannya mengenai kaitan PzW-KSS dengan TP-PaW karena dinas
instansi sudah ada kegiatan, karena penting dijadikan pokja di TP-PzW.
Seperti Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI), yang memang sudah ada dan
diperhatikan mengenai kesehatan ibu oleh departemen kesehatan beserta
jajarannya, sehingga karena merasa pentiag dibentuklah Pokja GSI di Tp-
PzW.

Sebenarnya dibentuknya Pokja-po\ia TP-FzW, tidak hanya persoalan
bahwa hal itu "penting", melainkan juga untuk menangani persoalan wanita
itu tidak dapat hanya dari satu sektor atau departemen saja. Misalnya,
untuk menurunkan angka kematian ibu harnil, melahirkan dan akibat
persalinan, tidak dapat hanya dituntaskan dari sektor kesehatan saja.
Bany,ak sektor yang terkait dalam masalah kematian ibu: pendidikan, sosial
budaya, perekonomian, beban kerja wanita, masalah jender, usia pertama
kali kawin, rnasalah gizi, masalah sarana dan prasarana yang mendukung
dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam TP-P2W itu dibentuk secara lintas
seltoral yang kemudian dibagijuga berdasarkan pokja.

Temuannya, tidak saja kriteria lokasi binaan'yang tidak diketahui, tetapi
juga pelaksanaan program kegiatan PzW-KSS di lokasi binaan. Hal ini
rnengakibatkan pelaksanaan kegiatan dilala*an sendiri-sendiri dan tidak
dikoordinasikan oleh koordinator lapangan, dalarn hal ini PMD. Masalah
sebenarnya adalah tidak dibaca dan dipahaminya pedoman pelaksanaan
program serta kepedulian pelaksananya. Meskipun telah ada pedoman
pelaksanaan program,jika kepedulian dari {inas intansi tidak ada, tentunya
akan menghambat jalannya program.

Karena tidak ada kepedulian, dalam pelaksanaan kegiatan hanya "yang
penting ada" bukan pada misi yang diemban dari program. Segala cara
dihalalkan untuk mendapat nilai terbaik. Tujuannya hanya untuk dinilai,
bukan demi keberlanjutan program.

Pengetalrtran Personel tentang Pendekatan
Pembangunan Wanita Rendah
Pengetahual pelaksana terhadap pendekatan-pendekatan dalam pemba-
ngunan wanita pun ternyata masih rendah. Konsep seperti WID, WAD,
dan GAD merupakan alat untuk men) rsun program atau proyek yang
berperspektif wanita. Program atau proyek itu harus disesuaikan dengan
kondisi sosial ekonomi, dan tahap kehidupan masyarakat setempat. Jadi,
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pelaksana harus,rnernakai salah satu dari ketiga pendekatan, yang cocok
untuk diterapkan di sesuai dengan kondisi maSfaratcatnya. 

' "

Berikut peftsturan A d,i Sektap pzW, Rf di Bagian Sosial Budaya Bappeda

l, 93".IW *Sagai Kepala Bagian Bini<esos nep"sos S. Semuanya"menangani
PzW di bagian mereka.

I*l"l.fq{ yang tidak kalah pentingnya adatah sikap yang ditunjukkan
TP-P2W dhlhrn memarrdang prograrn wanita. Ini berpenga;uh pada tin_
dakan yan$'&iambil pata perrg"*i tersebut. Kebetulan pula sebagian besar
peng.urus yahg_rirerupakan pengambil kebijakan dalam progra; ip+;iy
dan juga Ppw-KSS adalah pria. sering pria menyamakan kiliatan wanita
dengan.stdrdotipe y-ang ada di kepal"a':msr"t u."re$ugui *iu."oiip" d"n
prasangka telah kuat tertanam dalam pikiran para perencana ataupun
pelaksana program. yang kebanyakan adalah kaum pria. Begitu kuainfa
stereotipe terkonstruksi di kepala mereka sehingga menjadi idEologi.

Ideologi yang dibangun antara lain kegiatan wanita cukup diwakilkan
dengan adanya PKK dan Dharma wanita- serain itu, kegiatan *""it"ira"r.
harus kh*sus, karena kebutuhan wanita dianggap r"*ui.ng"n kenutuhan
pria;-sehingga prlogram pembangunan upa pun ik"tt *u.uribes ke wanita
juga kafena wanita rnerupakan pendamping pria.

selama.orde Baru, pemerintah terah mengatur dan mengendalikan or-
ganisasi wariita sangat kuat: Sebelum tahun 1965, wanita iremang dapat
bergerak, berorgaaisasi di berbagai sektor. paau *"." orA" l"ir, liau
semacarn hegemoni politil yang berwujud penlatuan kelompok-kelompok
organisasi wanita seperti dibentuknya pKI! Dirarma wanita, dan Dharrna
Pertiwi (Wieranga, rgg8). Akhirnya pejabat pemerintah beranggapan
Danwa organrsasr wanita yang paling baik untuk beraliansi adalah FKK
dan Dharrrra Wanitd. Sehingga apa f,"n progr"*, apapun kegiatan, jika
menyangkut:wanit4'selalu anaenfit t<an deng;r pxx dan oharria wanita.

Akibatnya, dalar.n pelaksanaan program kegiatan dinas instansi tidak
jarang yang blrperan itu adalah Fff. Sementira itu, dinas instansi hanya
memberi fasilitas kepada ibu-ibu pKK untuk melaksanakan pGr"-
mereka. Ini penuturan Ibu PKK Kota Madya p dan Asisten n rabupatin i.

"Dia (dinas instansi) tu bantuan maksudnyo tu ya, kalau
krarang ditanrbah. Dibantu dong, .dibantu. pi<K kekurangan,
diba,ntu. Karena kalau mau lomba pasti mao -en"ng fSK,
sekretaris PKK Ituta Madya p).

Iya, kerja sama dengan FKK dengan ibu-ibu. Jadi,
pernbinaannya teknisnya diikutkan, misalnya suatu desa di.
bidang peternakan. Dinas peternakan secaraieknis rnengikuti
ibu-ibu PKK keaamatan, membina ke desa. Biasanya setiap
tahun ada desa binaan (Rm, Ass. II pernkab L).',
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Meskipun TP-Paw dan dinas instansi telah mengidentikkan seluruh pro- .

gram kegiatan'wanita itu dengan pKI! pihak pKK sendiri tidak mau
dikatakan sebagai bagian dari Tp-pew. Menurut mereka keterkaitan pKK
hanya dengan program PzW-KSS karena pKK di bawah naungan kantor
PMD, sedangkan leading sector program pzW-KSS ada di kaitor pMD.
Berikut penuturan dari Ketua po$a 4 tim penggerak pKK S.

"Ya, justru itu. Makanya kaitannya ke P2W-KSS tadi. Jadi
bukannya PKK di bawah pzW nggak. Kita hanya ada itu,
tapi di dalam jalur pzW-KSS itu semua masuk. ...pzW
gnggak. Jadi begitu, untuk P2W-KSS itu leading seclornya
itu mernang PMD. Nanti umpamanya, kemarenkan dari
Bappeda sudah disampaikan. ya ada dari Kanwil, itu untuk
PzW-KSS. Jadi istilahnya tuh untuk pzW-KSS dalam
meningkatkan pemberdayaan tadi, pzW tadi,, (AS, Ketua
Pokja 4 TP-PKK S).

Ketua Po\ia + TP-PKK itu seharusnya membaca dan menelaah Kepmen-
UPW No. ozlKEP/MENUPWrggr yang diperbarui d.engan Kepmen-Upw
\o. 45IKEP/MENUPWU /t997 mengenai pengertian fp-pzW. Di situ
disebutka-n: "Penanganan peW dalarn pemburgorran merupakan upaya
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengend.alian, pemantauan,
evaluasi- dan pelaporan, serta usaha menumbuhkan dan- mendorong
masyarakat luas dalam meningkatkan peranan wanita di segala bidang
secara terkoordinasi dan dalam, keterpaduan semua departemen dan
lembaga pemerintah non departemen, lembaga kemasyarakatan, lembaga
slvadaya masyarakat dan lembaga-lembaga ferkait." dan yurrg dimaksrid
dengan lembaga kemasyarakatan menurut UU No. g/rggS intara lain
lembaga wanita seperti Kowani, BKOW GOW, Dharruu Wunitu, Dharma
Pertiwi; Lernbaga profesi seperti SpSI, Kadini pWI; lembaga keagamaan;
lembaga pemuda; lembaga yang dibentuk dengan keputusan penirintah,
seperti TP-.PKI( LKMD, pramuka, karang taruna. (tvten-UpW, 1ggZ,h. rZ-
r9). Jelas bahwa PKK dan organisasi wanita lainnya termasuk anggota tf-
Pzw tidak ada alasan PKK untuk menghindari legitimasi produk-hukum
ini. Sebelum TP-PzW dibentuk, Mendagri sudah mengeluarkan Surat
Itawat No. 26ols2LlPuoD tahun 1990 agar kepala daerih dan sekwilda
rnedadi koordinator Pzw di daerah. setelah dibentuk, pelaksanaan Tp-
FeW dikuatkan dengan Inpres No. 5 tahun 1995 dan Inmendagri No. 17
tahun 1996.

I(arena aturan yang ada dalam Tp-pzw dan pzw-KSS tidak dikuasai oleh
pelaksana, pembangunan wanita a\hirnya menjadi tidak terlihat secara.
spesifik. Wanita akhirnya dianggap sebagai bagian dari masyarakat umum,
apabila masyarakat dibangun, kaum wanita pun akan ikut maju.

{on1ep pembangunan demikian lebih dikenal dengan pendekatan mo-
dernisasi. Kebutuhan wanita dianggap telah terwakili otetr kebutuhan
masyarakat umum. Jika pembangunan secara umum dilaksanakan tentunya
akan turun juga ke wanita (lebih lanjut untuk pendekatan modernisasi, lilrat
Saptari, dan Holzner, LggT,h. t13-119; Mosser, t9g6,h. tgg-zoz).
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Akibatnya, kebutuhan dan kepentingan wanita dianggap sama dengan
kebutuhan noasyarakat seeara umum padahal kebutuhan dan kepentingan
wanita itu sa{gat berbeda dengan pria ltarena pria telah terlebih dahulu
terlibat dan frrenguasai pembangunan. Pendapat yang menggeneralisasi
kebutuhan dan kepentingan wanita ini terurrykap dari wawancara saya'
dengan informan berikut.

"Biasafiya di dinas instansi proyek peningkatan peranan
waniita harrya berupa, bagian dari propk rnereka di padu-
padukan, rprog,ramnya tuh terselubung. Kalau program
masya*akat secara umum ada wanitanya, sudahlah,program
wanita. ... Makarrya, dalam rneningkatkan peranan wanita
dalar,n kelompok-kelompok tani 'itu sudah dianggap ada
duluarq karena ada pesertanya wanita (Gw, Kasubbag Sosbud
Bappeda S)."

Program wanita tidak perlu khusus, selain adanya anggapan bahwa pro-
gram wanitar akan tercakup dalam progran umum, juga disebabkan
program vsanlta tldak jelas sektornya sehingga menambah pekerjaan dinas
instansi. IIal irti dlisinyalisasi oleh Wakil Wali Kota P.

Menurut $iagiani(1994, h. rzr), roda administrasi pemerintah negam yang
modern diker.nudikan dengan pendekatan kesisteman. Inti pendekatan
ini, se\umh aparatur pernenr.rtah hairus. bergerak sebagai, satu kesatuan
yahg utuh.,Alasaanya, organisasi peltrcrintahan itu terdiri dari satuan-
satuan kerja yang dikenal dengan berbagai nomenklatur-kementerian,
departemen, badan, lembaga, biro, dinas--dengan segala jajarannya di
seluruh wilayah'kekuasaan negarar Dengan demikian dalam pendekatalt
kesisteman, keber*lagllan perrnerintah' dalam menyelenggarakan berbagai
fu ngsinya diukur dariikeberhasilan keseluruhan sistem, bukan keberhasilan
satuan kerja yangrberger,ak sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan tugas negara harus terjadi interaksi
dan interdependensi isemua satuan kerja. Hal itu menuntut prinsip kerja
yang mendukung koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dasar hubungan
ini bersifat sinergis dan simbiotis. Ilal itulah yang belum dikuasai oleh
birokrat kita, terrnasuk menge*ola kelernbagaan TP-PzW dan melaksanakan
program kegiatannya. Jadi TP-PzW yang memiliki dukungan kebdakan
yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan wanita ternyata
hanya sebatas potensi kebijakan tetapi terabaikan dalam implementasinya.
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